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ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji penyelarasan antara peraturan tradisional dan aturan Islam dalam sistem Tunggu

Tubang adat Semendo. Sistem ini merupakan bentuk pewarisan adat yang memberikan penguasaan harta
pusaka kepada anak perempuan tertua sebagai penjaga keberlanjutan keluarga. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis eksistensi sistem Tunggu Tubang serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum
kewarisan Islam.. Metode yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan menjalankan
pendekatan legislasi, konseptual, dan juga pendekatan terkait. adat dan dilengkapi dengan data empiris
berupa wawancara dengan tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Tunggu Tubang masih
eksis dalam masyarakat Semendo karena dianggap mampu menjaga keutuhan harta keluarga dan
menjamin keberlangsungan tanggung jawab sosial dalam keluarga, namun dalam praktiknya mengalami
penyesuaian melalui pemisahan harta pusaka dan harta pencarian Namun, dalam perspektif hukum Islam,
sistem ini dapat diterima sebagai bentuk ‘urf selama tidak bertentangan dengan prinsip faraidh dan tidak
menghilangkan hak ahli waris, meskipun sistem tersebut memiliki beberapa ketidak sesuaian, terutama
dalam hal pembagian hak waris yang seharusnya diberikan kepada seluruh ahli waris berdasarkan
ketentuan faraidh. Meski demikian, nilai-nilai musyawarah, tanggung jawab keluarga, dan kemaslahatan
yang terkandung dalam sistem Tunggu Tubang masih tetap sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam.
Penyelarasan antara hukum adat Semendo dan hukum Islam melalui pola pembagian warisan yang tetap
mempertahankan eksistensi harta pusaka adat sebagai simbol budaya masyarakat Semendo, namun tetap
memperhatikan prinsip keadilan serta pelaksanaan hak-hak pewaris menurut syariat Islam. Harmonisasi
tersebut dapat dilakukan dengan membedakan antara warisan adat dan kekayaan yang didapat, serta
menempatkan diskusi keluarga sebagai cara untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama.
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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki keragaman suku, budaya, dan
sistem hukum yang hidup berdampingan dalam satu bingkai negara hukum. Keberagaman
tersebut tercermin dalam pluralisme hukum yang berkembang di masyarakat, khususnya
dalam bidang hukum kewarisan. Sistem hukum waris di Indonesia setidaknya mencakup
tiga sistem hukum yang berlaku secara bersamaan, yakni hukum waris adat, hukum waris
Islam, dan hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata) peninggalan kolonial Belanda. Eksistensi ketiga sistem tersebut mencerminkan
dinamika hukum yang kompleks dalam masyarakat Indonesia, di mana setiap kelompok
masyarakat memiliki sistem nilai dan tradisi tersendiri yang memengaruhi cara mereka
memandang dan menyelesaikan persoalan kewarisan (Rato, 2015).

Hukum adat sebagai living law memiliki akar yang sangat kuat dalam kehidupan
masyarakat Indonesia. Hukum adat tidak sekadar merupakan seperangkat aturan yang
mengikat, melainkan juga mencerminkan pandangan hidup, nilai-nilai sosial, dan identitas
budaya suatu kelompok masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara organik sesuai
dengan kebutuhan sosialnya (Hayat, 2023). Oleh karena itu, keberadaan hukum adat terus
dipertahankan dan dihormati meskipun negara telah memiliki sistem hukum nasional yang
bersifat tertulis dan terkodifikasi. Pengakuan terhadap hukum adat juga ditegaskan dalam
berbagai peraturan perundang-undangan nasional, termasuk dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menjamin pengakuan dan
penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Salah satu komunitas adat yang hingga saat ini masih konsisten mempertahankan
sistem hukum warisnya adalah masyarakat adat Semendo yang bermukim di wilayah
Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Masyarakat Semendo dikenal dengan
sistem kekerabatan yang bercorak matrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan
melalui pihak ibu. Dalam konteks hukum waris, masyarakat Semendo menerapkan sistem
yang dikenal dengan nama Tunggu Tubang, yakni suatu sistem pewarisan yang
memberikan hak penguasaan atas rumah keluarga dan harta pusaka kepada anak
perempuan tertua dalam keluarga (Hadikusuma, 2018). Tunggu Tubang secara harfiah
dapat diartikan sebagai "menunggu" dan "menahan," yang mencerminkan fungsi utama
pemegang adat ini sebagai penjaga keberlangsungan keluarga dan pelestari harta pusaka.

Sistem Tunggu Tubang lahir bukan semata-mata sebagai mekanisme pembagian
warisan dalam pengertian hukum modern, melainkan lebih sebagai institusi sosial yang
mengandung nilai-nilai tanggung jawab, pengabdian, dan solidaritas keluarga. Anak
perempuan tertua yang ditetapkan sebagai Tunggu Tubang memikul kewajiban untuk
merawat orang tua yang telah lanjut usia, menjaga keutuhan rumah keluarga, serta
memastikan bahwa saudara-saudaranya yang membutuhkan tetap mendapatkan
perlindungan dan dukungan (Salman, 2019). Dengan demikian, kedudukan Tunggu
Tubang tidak hanya mengandung dimensi hukum, tetapi juga dimensi moral, sosial, dan
kultural yang mencerminkan karakter kolektivisme masyarakat adat Semendo. Harta
pusaka yang berada di bawah penguasaan Tunggu Tubang dipahami bukan sebagai milik
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pribadi secara mutlak, melainkan sebagai amanah kolektif keluarga besar yang harus
dijaga dan dikelola demi kepentingan bersama (Rohmansyah et al., 2022).

Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kuatnya
pengaruh hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Semendo yang mayoritas beragama
Islam, sistem Tunggu Tubang mulai dihadapkan pada pertanyaan mendasar mengenai
kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam. Hukum waris Islam atau
yang dikenal dengan istilah faraidh mengatur secara rinci dan terperinci mengenai bagian
masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad
SAW. Ketentuan mengenai pembagian warisan tersebut dijelaskan dalam Surah An-Nisa
ayat 11, yang menetapkan bagian-bagian ahli waris secara proporsional dan adil, baik bagi
laki-laki maupun perempuan, tanpa memungkinkan adanya monopoli penguasaan harta
oleh satu pihak semata. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:
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"Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan

sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat." (H.R. al-Bukhari dan Muslim)
Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap ahli waris memiliki hak yang telah

ditentukan secara syariat dan tidak dapat dihapuskan oleh ketentuan adat maupun
kesepakatan sepihak. Hal inilah yang kemudian memunculkan potensi ketegangan
normatif antara sistem Tunggu Tubang yang bersifat kolektif dan matrilineal dengan
sistem faraidh yang bersifat individual dan bilateral.

Interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam masyarakat Semendo
sesungguhnya bukan merupakan fenomena baru. Sejak masuknya Islam ke wilayah
Sumatera Selatan, masyarakat Semendo telah melakukan berbagai bentuk adaptasi dan
penyesuaian antara tradisi lokal dengan ajaran Islam. Proses tersebut tidak selalu
berlangsung secara konfrontatif, melainkan seringkali terjadi melalui mekanisme
akulturasi budaya yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik adat secara
bertahap (Rachman, 2021). Dalam konteks hukum waris, masyarakat Semendo cenderung
mencari tittk keseimbangan antara keduanya, yaitu dengan mempertahankan sistem
Tunggu Tubang sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus mengakomodasi prinsip-
prinsip hukum Islam demi tercapainya keadilan bagi seluruh ahli waris.

Fenomena harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik
kewarisan masyarakat Semendo inilah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.
Kajian ini dipandang penting mengingat masih terbatasnya penelitian yang secara
komprehensif membahas dinamika hubungan antara sistem Tunggu Tubang dengan
prinsip faraidh dalam perspektif hukum Islam, serta bagaimana masyarakat Semendo
mengupayakan rekonsiliasi di antara keduanya dalam kehidupan nyata. Di samping itu,
penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran hukum
nasional, khususnya dalam konteks pembentukan hukum waris nasional yang pluralistis
dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan
pokok vyang akan dikaji secara mendalam. Pertama, bagaimana eksistensi dan
implementasi sistem Tunggu Tubang dalam distribusi harta warisan pada komunitas adat
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Semendo, mencakup faktor-faktor yang mendukung bertahannya sistem tersebut hingga
saat ini serta bentuk-bentuk adaptasi yang telah terjadi seiring perkembangan masyarakat
modern. Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem Tunggu
Tubang di kalangan masyarakat Semendo, meliputi aspek-aspek yang dapat diterima
sebagai 'urf yang sahih maupun aspek-aspek yang berpotensi bertentangan dengan prinsip
faraidh. Ketiga, bagaimana integrasi dan harmonisasi antara hukum adat Semendo dengan
hukum Islam dapat diwujudkan dalam pelaksanaan sistem Tunggu Tubang sehingga
tercapai keseimbangan antara pelestarian identitas budaya adat dan pemenuhan kewajiban
syariat Islam dalam pembagian harta warisan. Ketiga permasalahan tersebut dikaji secara
sistematis guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan solutif bagi masyarakat
Semendo maupun bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu analisis terhadap
peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan ajaran hukum yang berhubungan dengan
sistem distribusi warisan adat Semendo serta hukum waris dalam Islam. Metode yang
diterapkan mencakup pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan, pendekatan
konseptual, dan pendekatan yang merujuk pada hukum adat.

Pendekatan yang berlandaskan pada undang-undang digunakan dalam pengkajian
aturan hukum yang berhubungan dengan warisan, baik di dalam hukum Islam maupun
hukum nasional. Metode konseptual dipakai untuk menelaah konsep-konsep hukum.
mengenai warisan adat, sistem Tunggu Tubang, dan hukum kewarisan Islam. Sementara
itu, pendekatan hukum adat digunakan untuk memahami eksistensi dan praktik sistem
Tunggu Tubang dalam masyarakat adat Semendo.

Metode pengumpulan bahan hukum memakai studi literatur (library research),
sedangkan analisisnya dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menjelaskan serta
mengaitkan beragam aturan hukum dan pandangan para pakar untuk meraih kesimpulan
yang berkaitan dengan permasalahan kajian. Penelitian ini juga disertai dengan data
empiris berupa wawancara kepada tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga yang mengikuti
sistem pembagian warisan adat tunggu-tubang Semendo..

HASIL DAN PEMBAHASAN
Eksistensi dan Implementasi Sistem Tunggu Tubang dalam Pembagian Harta
Warisan Adat Semendo di Masyarakat.

Masyarakat adat Semendo termasuk salah satu. komunitas adat di Sumatera Selatan
yang hingga saat ini masih mempertahankan eksistensi hukum adat dalam kehidupan
sosial masyarakatnya, terutama dalam bidang kewarisan. Sistem pewarisan adat yang
dikenal dalam masyarakat Semendo adalah sistem Tunggu Tubang, yaitu suatu sistem
pewarisan yang memberikan hak penguasaan harta pusaka kepada anak perempuan tertua
dalam keluarga (Arifin, 2020). Sistem tersebut lahir sebagai bagian dari budaya hukum
masyarakat Semendo yang bertujuan menjaga keberlangsungan keluarga dan

542



mempertahankan keutuhan warisan supaya tidak terbagi ke orang di luar keluarga
(Salmudin et al., 2021).

Eksistensi sistem Tunggu Tubang tidak dapat dipisahkan dari sistem kekerabatan
masyarakat Semendo yang bercorak matrilineal. Dalam sistem tersebut, perempuan
memiliki kedudukan penting dalam menjaga kesinambungan keluarga dan harta pusaka
adat (Rohmansyah et al., 2022). Anak perempuan tertua yang ditetapkan sebagai Tunggu
Tubang memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga rumah keluarga, merawat orang
tua, serta membantu kebutuhan saudara-saudaranya. Oleh karena itu, kedudukan Tunggu
Tubang tidak hanya dimaknai sebagai penerima warisan semata, tetapi juga sebagai
simbol tanggung jawab sosial dan penjaga keharmonisan keluarga (Rohmansyah et al.,
2022).

Masyarakat Semendo di Kabupaten Muara Enim masih mempertahankan sistem
Tunggu Tubang karena dianggap mampu menjaga stabilitas keluarga dan menghindari
konflik perebutan warisan antaranggota keluarga (Rohmansyah et al., 2022). Sistem ini
juga dianggap sebagai cara tradisional untuk menjaga agar rumah keluarga dan tanah
warisan tetap berada dalam keluarga besar Semendo.

Dalam penerapannya sistem Tunggu Tubang diterapkan terhadap harta pusaka
keluarga, seperti rumah adat, sawah, kebun, dan tanah warisan turun-temurun (Arifin,
2020). Harta tersebut tidak dipahami sebagai hak milik pribadi secara mutlak, melainkan
sebagai amanah keluarga yang penggunaannya harus memperhatikan kepentingan seluruh
anggota keluarga besar (Suparman, 2022). Dengan demikian, anak perempuan tertua
hanya memiliki hak penguasaan dan pengelolaan terhadap harta pusaka, sedangkan hak
moral anggota keluarga lainnya tetap diakui dalam struktur adat Semendo.

Praktik pewarisan adat Semendo lebih menekankan aspek tanggung jawab sosial
dibandingkan kepemilikan individual (Arifin, 2020). Anak perempuan tertua sebagai
Tunggu Tubang berkewajiban menjaga harta keluarga agar tidak dijual atau dialihkan
tanpa persetujuan keluarga besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep warisan dalam
adat Semendo memiliki dimensi sosial dan komunal yang cukup kuat.

Selain itu, pelaksanaan sistem Tunggu Tubang biasanya dilakukan melalui diskusi
keluarga yang melibatkan tokoh adat serta anggota keluarga yang lebih senior
(Hadikusuma, 2018). Musyawarah tersebut bertujuan menentukan pengelolaan harta
pusaka dan menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan. Penelitian Dewi Anggraini
menyebutkan bahwa musyawarah keluarga menjadi unsur penting dalam penyelesaian
persoalan warisan adat Semendo karena masyarakat lebih mengutamakan perdamaian dan
persatuan keluarga dibandingkan penyelesaian melalui jalur litigasi (Salmudin et al.,
2021).

Meskipun demikian, perkembangan sosial masyarakat modern membawa pengaruh
terhadap keberlangsungan sistem Tunggu Tubang. Modernisasi, pendidikan, serta
pengaruh hukum nasional dan hukum Islam menyebabkan terjadinya perubahan pola pikir
masyarakat terhadap sistem pembagian warisan (Zainuddin, 2024). Sebagian masyarakat
mulai mempertanyakan kedudukan ahli waris laki-laki dalam sistem tersebut karena
penguasaan harta lebih dominan berada pada anak perempuan tertua.
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Penelitian Ahmad Zainuddin menunjukkan bahwa masyarakat Semendo modern
mulai melakukan transformasi terhadap sistem pewarisan adat dengan membedakan antara
harta warisan tradisional serta harta yang diperoleh melalui pencarian (Zainuddin, 2024).
Harta pusaka adat tetap dikelola oleh Tunggu Tubang sebagai simbol adat dan identitas
keluarga, sedangkan harta pencarian orang tua mulai dibagikan kepada seluruh ahli waris
berdasarkan musyawarah keluarga ataupun ketentuan hukum Islam. Kondisi ini
menunjukkan adanya proses adaptasi hukum adat terhadap perkembangan masyarakat
modern tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat Semendo.

Berdasarkan laporan hasil wawancara bersama tokoh adat serta tokoh agama,
Masyarakat adat semendo masih menggunakan hukum adat tunggu tubang, dimana anak
Perempuan tertua memiliki hak untuk mengelola harta pusaka, sedangkan pengawasan
dilakukan oleh anak laki-laki. Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan
Masyarakat yang menggunakan adat tunggu tubang dalam sistim waris anak Perempuan
tertua hanya memiliki hak Kelola harta pusaka, sedangkan harta hasil pencaharian
tetappembagian waris tetap menggunakan hukum islam.

Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan sistem Tunggu Tubang dapat dipahami
sebagai bagian dari adat (‘urf) yang hidup dalam masyarakat. Asalkan kebiasaan tersebut
tidak bertentangan secara langsung dengan nilai-nilai syariat Islam., maka adat masih
dapat dipertahankan sebagai bagian dari budaya masyarakat (Syarifuddin, 2020). Prinsip
kemaslahatan dalam Islam juga memberikan ruang terhadap praktik adat yang bertujuan
menjaga ketertiban sosial, keharmonisan keluarga, dan perlindungan harta (Auda, 2021).

Dengan demikian, eksistensi dan implementasi sistem Tunggu Tubang pada
masyarakat adat Semendo masih tetap bertahan hingga saat ini karena dipandang mampu
menjaga keutuhan keluarga, mempertahankan harta pusaka adat, serta menciptakan
tanggung jawab sosial dalam keluarga. Meskipun mengalami penyesuaian akibat
perkembangan masyarakat modern dan pengaruh hukum Islam, sistem tersebut tetap
dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Semendo.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Sistem Tunggu Tubang dalam
Pembagian Harta Warisan Masyarakat Adat Semendo

Hukum Islam adalah suatu sistem perundang-undangan yang mengatur secara rinci
dan jelas tentang distribusi harta warisan sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an, hadis,
konsensus ulama, dan interpretasi para ahli. Aturan ini disebut dengan istilah faraidh, yang
merujuk pada pengalihan hak milik atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada
orang-orang yang berhak menerimanya (Az-Zuhaili, 2019). Dalam hukum Islam,
pembagian warisan bertujuan menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan
terhadap hak setiap penerus tanpa memperhatikan kelas sosial ataupun jenis kelamin
(Anshori, 2019).

Dasar hukum kewarisan Islam dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 11. Selain itu,
Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah bagian warisan kepada ahli waris yang berhak.”
(H.R. al-Bukhari dan Muslim) (Al-Bukhari & Muslim, n.d.)
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Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum Islam menyatakan bahwa setiap penerus
memiliki hak yang jelas ditetapkan secara proporsional sesuai dengan hubungan keluarga
dengan orang yang meninggal. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan berhak atas
warisan, meskipun jumlah yang diterima tidak sama tergantung pada aturan syariat (Ash-
Shabuni, 2020).

Apabila dikaitkan dengan sistem Tunggu Tubang pada masyarakat adat Semendo,
terdapat beberapa aspek yang dapat dianalisis dari perspektif hukum Islam. Dalam sistem
Tunggu Tubang, anak perempuan tertua memperoleh hak penguasaan terhadap rumah dan
harta pusaka keluarga (Arifin, 2020). Sistem tersebut pada dasarnya bertujuan menjaga
keutuhan keluarga dan mempertahankan harta pusaka agar tidak terpecah. Dari sudut
pandang hukum Islam, tujuan tersebut memiliki nilai kemaslahatan karena berkaitan
dengan perlindungan harta (hifz al-mal) dan perlindungan keluarga (hifz al-nasl) (Jahar,
2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat menyatakan bahwa tradisi yang ada
dalam masyarakat dapat diakui dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan
nash syariat dan tidak menghapuskan hak-hak yang diberikan kepada ahli waris sesuai
dengan yang tercantum dalam Al-Qur’an. (Hidayat, 2023) Dalam ilmu fikih terdapat
sebuah prinsip yang dikenal sebagai: Al-'Adah Muhakkamah (4Sss 33ll), yang
menyatakan bahwa kebiasaan masyarakat dapat dijadikan landasan hukum asalkan tidak
bertentangan dengan aturan syariat Islam (Khallaf, 2018). Oleh karena itu, keberadaan
sistem Tunggu Tubang sebagai adat masyarakat Semendo pada prinsipnya masih dapat
diterima selama pelaksanaannya tidak meniadakan hak ahli waris lainnya.

Namun demikian, penerapan sistem Tunggu Tubang juga menimbulkan persoalan
apabila penguasaan harta hanya diberikan kepada anak perempuan tertua tanpa pembagian
yang adil kepada ahli waris lainnya (Putra, 2025). Dalam hukum Islam, harta warisan
merupakan hak seluruh ahli waris yang wajib dibagikan sesuai ketentuan faraidh.
Pengabaian hak ahli waris tertentu dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam
hukum kewarisan Islam (Ali, 2020).

Penelitian Fathurrahman Djamil menunjukkan bahwa praktik pewarisan adat yang
tidak memberikan bagian kepada ahli waris tertentu berpotensi menimbulkan
ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip maqashid syariah (Djamil, 2024). Sebab,
salah satu tujuan hukum Islam adalah menjaga hak manusia dan mencegah terjadinya
kezaliman dalam pembagian harta warisan.

Selain itu, hukum Islam tidak mengenal sistem pewarisan yang hanya berorientasi
pada garis keturunan perempuan maupun laki-laki. Islam memandang hubungan darah
dari kedua garis keturunan sebagai dasar kewarisan (Sabiq, 2019). Oleh karena itu, sistem
matrilineal dalam Tunggu Tubang tidak dapat sepenuhnya diterapkan apabila
menghilangkan hak ahli waris laki-laki yang telah ditentukan dalam syariat.

Meskipun demikian, dalam praktik masyarakat Semendo modern mulai terjadi
harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam. Masyarakat Semendo membedakan
antara harta pusaka adat dan harta pencarian (Ar Ra'd & Yassir, 2026). Harta pusaka tetap
dikelola oleh Tunggu Tubang sebagai simbol adat dan identitas keluarga, sedangkan harta
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pencarian dibagikan kepada seluruh ahli waris berdasarkan hukum Islam atau hasil
musyawarah keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem Tunggu Tubang memiliki
nilai positif berupa perlindungan terhadap keutuhan keluarga dan harta pusaka adat.
Namun, dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan prinsip
faraidh agar tidak menghilangkan hak ahli waris lainnya.

Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Sistem Tunggu Tubang pada
Masyarakat Adat Semendo

Harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam masyarakat Semendo
terjadi melalui proses penyesuaian nilai adat dengan prinsip-prinsip syariat Islam tanpa
menghilangkan identitas budaya masyarakat adat (Suparman, 2022). Dalam praktiknya,
masyarakat Semendo tidak sepenuhnya meninggalkan sistem Tunggu Tubang, tetapi
melakukan reinterpretasi terhadap pembagian warisan agar tetap selaras dengan prinsip
keadilan dalam hukum Islam (Arifin, 2020).

Di sisi lain, sistem Tunggu Tubang juga menunjukkan adanya keselarasan antara
hukum adat dan hukum Islam dalam kehidupan komunitas Semendo. Masyarakat
Semendo mulai menggabungkan prinsip adat dan prinsip syariat Islam dalam pembagian
warisan guna menciptakan keadilan dan menjaga keharmonisan keluarga. Pola
harmonisasi tersebut dilakukan dengan tetap mempertahankan keberadaan Tunggu
Tubang sebagai penjaga harta pusaka, namun hak-hak ahli waris lainnya tetap
diperhatikan melalui pembagian tertentu berdasarkan musyawarah keluarga. Salah satu
bentuk harmonisasi tersebut terlihat dari pembedaan antara harta pusaka adat dan harta
pencarian. Harta pusaka tetap berada dalam penguasaan Tunggu Tubang sebagai simbol
adat dan keberlangsungan keluarga, sedangkan harta pencarian dibagikan kepada seluruh
ahli waris berdasarkan musyawarah keluarga ataupun ketentuan hukum Islam (Solihan et
al., 2025). Model ini menggambarkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai tradisional
dan prinsip-prinsip warisan dalam agama Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Solihan dan kelompoknya menguraikan bahwa
penyatuan hukum adat dengan hukum Islam dalam kebudayaan Semende berlangsung
melalui proses akulturasi budaya dan agama yang saling melengkapi (Solihan et al., 2025).
Tradisi Tunggu Tubang dipertahankan sebagai identitas sosial masyarakat, sementara
nilai-nilai Islam diterapkan untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam keluarga.

Selain itu, musyawarah keluarga menjadi instrumen utama dalam proses
harmonisasi tersebut. Dalam Islam, musyawarah (syura) merupakan prinsip penting dalam
menyelesaikan persoalan sosial, termasuk pembagian warisan. Model harmonisasi tersebut
menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk mempertahankan nilai budaya adat tanpa
mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam. Musyawarah keluarga saat menentukan
pembagian harta warisan juga sesuai dengan nilai ishlah dalam agama Islam.
mengutamakan perdamaian dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, hukum Islam
pada dasarnya tidak menolak keberadaan adat Tunggu Tubang selama pelaksanaannya
tetap memperhatikan asas keadilan, kemaslahatan, dan hak seluruh ahli waris (Shihab,
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202. Oleh karena itu, praktik musyawarah dalam masyarakat Semendo dipandang selaras
dengan prinsip ishlah atau perdamaian dalam hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Maizidah Salas, Susilo Wardani, dan Teguh Suroso
mengungkapkan bahwa pengaturan yang seimbang antara hukum waris adat dan hukum
Islam adalah sebuah proses penyesuaian. hukum dalam masyarakat pluralistik di Indonesia
(Salas et al., 2024). Harmonisasi tersebut diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum
sekaligus menjaga keberlangsungan budaya masyarakat adat.

Oleh sebab itu, penyelarasan antara hukum tradisi Semendo dan hukum Islam
menjadi alternatif yang penting dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi
dan penerapan syariat Islam. Dengan begitu, penyelarasan hukum tradisional dan hukum
Islam dalam sistem Tunggu Tubang mencerminkan adanya usaha masyarakat Semendo
untuk menjaga tradisi sebagai ciri budaya tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip
keadilan dan tujuan baik dalam syariat Islam.

KESIMPULAN

Sistem Tunggu Tubang merupakan sistem pewarisan adat yang masih eksis dan diterapkan
oleh masyarakat adat Semendo sebagai bagian dari identitas budaya dan mekanisme sosial dalam
menjaga keutuhan keluarga. Sistem ini menempatkan anak perempuan tertua sebagai pemegang
hak penguasaan terhadap harta pusaka keluarga yang disertai tanggung jawab moral dan sosial
untuk memelihara orang tua, menjaga rumah keluarga, serta mempertahankan keberlangsungan
harta pusaka agar tidak terpecah. Eksistensi sistem Tunggu Tubang menunjukkan bahwa hukum
adat masih memiliki kedudukan penting sebagai living law yang hidup dan berkembang dalam
masyarakat Semendo.

Dalam perspektif hukum Islam, penerapan sistem Tunggu Tubang pada dasarnya
mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip syariat, seperti musyawarah, tanggung jawab
keluarga, perlindungan terhadap harta, dan kemaslahatan sosial. Akan tetapi, sistem tersebut belum
sepenuhnya se hak waris yang lain yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan faraidh. Hukum
Islam menekankan bahwa distribusi harta warisan harus disalurkan kepada semua ahli waris
dengan cara yang adil dan sesuai proporsional. suai dengan prinsip hukum kewarisan Islam apabila
pelaksanaannya mengabaikan hak ahli waris lain yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan
faraidh. Hukum Islam menegaskan bahwa pembagian harta warisan harus diberikan kepada
seluruh ahli waris secara proporsional sesuai ketentuan Al-Qur’an dan hadis sehingga tidak
dibenarkan adanya penguasaan mutlak oleh satu pihak yang dapat menghilangkan hak ahli waris
lainnya.

Karena itu, perlu dilakukan penyelarasan antara hukum adat Semendo dan hukum Islam
dengan cara pembagian warisan yang tetap menjaga keberadaan harta pusaka adat sebagai
lambang budaya masyarakat Semendo, sambil tetap memperhatikan asas keadilan dan pemenuhan
hak-hak ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Harmonisasi tersebut dapat dilakukan
dengan membedakan antara harta pusaka adat dan harta pencarian, serta mengedepankan
musyawarah keluarga sebagai sarana mencapai keadilan dan kemaslahatan bersama.
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